
ASPEK PERPAJAKAN

BUMDes



BUMDes
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

merupakan jenis Badan Usaha yang

seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh desa melalui

penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat desa.



BUMDes

Kedudukan dalam perpajakan

Wajib Pajak Badan
(selama memenuhi syarat subyektif dan obyektif)

Belum ada aturan spesifik
yang mengatur aspek perpajakan BUMDes



KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BADAN

MENDAFTAR

MEMOTONG/MEMUNGUT

MENYETOR/MEMBAYAR

MELAPOR



Syarat sebagai Wajib Pajak Badan

adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan lain 
sebagainya.

Subyektif

Obyektif
setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.



Kewajiban Perpajakan Badan



DIKECUALIKAN dari objek pajak

Penyertaan modal dari desa ke BUMDes

sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Huruf c UU PPh yang menyatakan
bahwa harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan 
sebagai pengganti saham, atau sebagai penyertaan modal, 
termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.



MEMILIKI
PEGAWAI



BELANJA TENAGA ORANG PRIBADI



BELANJA TENAGA ORANG PRIBADI

TETAP

TIDAK TETAP

PH.NETO-PTKP

BULANAN

HARIAN

PH.BRUTO-PTKP

PH.BRUTO-450ribu

PH.BRUTO(4,5jt 
s.d. 10,2jt)-PTKP 
HARIAN

PH.BRUTO(>10jt)-
PTKP



BELANJA TENAGA ORANG PRIBADI

BERKESINAMBUNGAN PH.BRUTO-PTKP 
BULANAN 
(KUMULATIF)

TIDAK 
BERKESINAMBUNGAN

50% X PH.BRUTO

KOMISARIS, MANTAN 
PEGAWAI

PH.BRUTO



BELANJA TENAGA ORANG PRIBADI

PENSIUNAN

SEKALIGUS

BERKALA

PP 68 TAHUN 2009

PH.NETO-PTKP

PESERTA KEGIATAN PH. BRUTO





BELANJA TENAGA ORANG PRIBADI



BELANJA TENAGA ORANG PRIBADI

TETAP

TIDAK TETAP

PH.NETO-PTKP

BULANAN

HARIAN

PH.BRUTO-PTKP

PH.BRUTO-450ribu

PH.BRUTO(4,5jt 
s.d. 10,2jt)-PTKP 
HARIAN

PH.BRUTO(>10jt)-
PTKP



BELANJA TENAGA ORANG PRIBADI

BERKESINAMBUNGAN PH.BRUTO-PTKP 
BULANAN 
(KUMULATIF)

TIDAK 
BERKESINAMBUNGAN

50% X PH.BRUTO

KOMISARIS, MANTAN 
PEGAWAI

PH.BRUTO



BELANJA TENAGA ORANG PRIBADI

PENSIUNAN

SEKALIGUS

BERKALA

PP 68 TAHUN 2009

PH.NETO-PTKP

PESERTA KEGIATAN PH. BRUTO







BELANJA BARANG

PPh Pasal

PPN22



BELANJA BARANG

> 2 JUTA

TIDAK DIPUNGUT PPH

TIDAK NPWP

s.d. 2 JUTA

BER-NPWP

PPH 1,5%

PPH 3%



BELANJA BARANG

PKP

TIDAK DIPUNGUT PPN

> 1 JUTA 

NON PKP

S.D. 1 JUTA

PPN 10%





BELANJA JASA

PPh Pasal

PPN23



TIDAK NPWP

BER-NPWP PPH 2%

PPH 4%

BELANJA JASA



PKP

TIDAK DIPUNGUT PPN

> 1 JUTA 

NON PKP

S.D. 1 JUTA

PPN 10%

BELANJA JASA



TENAGA KERJA ASING

PPh Pasal

26



TENAGA KERJA ASING

Berada di Indonesia < 183 hari
dalam 12 bulan

Atas Penghasilan dikenakan tarif

20%
(atau sesuai Tax Treaty/P3B)





BELANJA JASA KONSTRUKSI

PPh Pasal

PPN4(2)



BELANJA JASA KONSTRUKSI

PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

BERKUALIFIKASI

NONKUALIFIKASI 6%

4%

PELAKSANA KONSTRUKSI

3%

2%KUALIFIKASI KECIL

KUALIFIKASI NONKECIL

4%NONKUALIFIKASI
KODE MAP: 411128
JENIS SETORAN: 409



PKP

TIDAK DIPUNGUT PPN

> 1 JUTA 

NON PKP

S.D. 1 JUTA

PPN 10%

BELANJA JASA KONSTRUKSI





BELANJA SEWA TANAH &/ BANGUNAN

PPh Pasal

PPN4(2)



BELANJA SEWA TANAH &/ BANGUNAN

10%



PKP

TIDAK DIPUNGUT PPN

> 1 JUTA 

NON PKP

S.D. 1 JUTA

PPN 10%

BELANJA SEWA TANAH &/ BANGUNAN



PPh Badan

PPh Pasal

25
PPh Pasal

29/




